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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 ndak berlaku terhadap:

i penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual vang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi akrual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penclitian ilmu pengetahuan;

. Penggandaan Cipraan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram vang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan vang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penviaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Sedap Orang vang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayvat (1) huruf i untuk

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang vang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf

d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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PERLINDUNGAN SOSIAL
| Made Indra P., AMK., MPH., QRGP., CPHCM
STMA Trisakti Jakarta

Sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia merupakan
salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi tertinggi di Asia dengan
rata-rata tingkat pertumbuhan (PDB) sebesar 7,1 persen per tahun dalam
periode 1971-1997 (Badan Kebijakan Fiskal, 2014). Pada saat itu
perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan
belanja sosial pemerintah hanya terkonsentrasi dalam pelaksanaan pelayanan
sosial. Kondisi krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah membuat Kkrisis
multidimensi yang telah menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk
ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini memberikan kesadaran tentang
kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta pentingnya perlindungan sosial
bagi seluruh penduduk. Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem
perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial
nasional (JPS). Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan
sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan
dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan
kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem
perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD)
1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945
mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir
miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib
mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat
nasional. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala
inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk
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mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin,
melindungi  kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta
meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Indonesia telah menempuh
jalan yang cukup panjang. Program-program yang sejatinya tergolong
sebagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan sejak masa
pemerintahan orde baru. Meski begitu, programprogram tersebut belum
dirancang secara eksplisit dibawah sebuah sistem perlindungan sosial.
Sistem perlindungan sosial Indonesia diarahkan untuk membantu
mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Hingga kini,
sistem perlindungan sosial di Indonesia telah dituliskan dalam berbagai
rencana dan dokumen strategis seperti Master Plan Percepatan Pengurangan
Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) serta Social Protection Floor (Landasan
Perlindungan Sosial). Rancangan dari berbagai pihak tersebut penting untuk
diselaraskan dengan dokumen perencanaan pemerintah dalam sebuah
kerangka yang menjadi landasan pelaksanaan program selama periode
pembangunan yang akan berjalan

Program-program perlindungan sosial di Indonesia sampai saat ini
masih dapat terus dikembangkan. Selama ini, banyak program perlindungan
sosial di Indonesia yang masih dilaksanakan secara terpisah-pisah. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu momen
penting dalam perjalanan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Undang-
Undang tersebut mengatur sebuah sistem jaminan sosial yang lebih terpadu
untuk dilaksanakan pada masa mendatang. Layaknya program jaminan
sosial, program bantuan sosial di Indonesia juga masih membutuhkan
pengembangan dan transformasi. Dengan pengembangan dan transformasi
pada program jaminan serta bantuan sosial, diharapkan pengurangan angka
kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi penduduk
atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia dapat diwujudkan.

Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan program perlindungan
sosial, termasuk program perlindungan sosial, bidang kesehatan. Program
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perlindungan sosial bidang kesehatan, seperti Jamkesmas/Jamkesda yang
berupa bantuan sosial sosial kini telah berevolusi menjadi JKN berbentuk
asuransi. Terkait dengan hal ini, Garcia dan Gruat (2003:21) menyatakan
bahwa perlindungan sosial mengalami evolusi, dari yang sifatnya bantuan
(assistance), asuransi  (insurance), hingga kepada pengembangan
kemampuan (potential development), seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Evolusi Perlindungan Sosial

Safety net - Active socio-economic security - Global Era
POTENTIAL
DEVELOPMENT
ﬁ INSURANCE

ASSISTANCE

1900 1945 2000

Sumber : Gracia dan Gruat (2003)

Bantuan sosial adalah jaminan sosial yang umumnya diberikan kepada
kelompok lemah dalam masyarakat meskipun tidak membayar premi tetapi
mendapat tunjangan pendapatan atau pelayanan sosial. Sedangkan, asuransi
sosial adalah jaminan sosial yang diberikan kepada para peserta asuransi
berdasarkan premi yang dibayarkannya (Damayanti, 2014). Bentuk asuransi
sosial maupun bantuan sosial dilaksanakan melalui strategi:

1. Muniversal dan selektif bersifat universal berarti jaminan sosial
diberikan kepada seluruh warga negara, sedangkan selektif berarti
hanya diberikan kepada kelompok tertentu, seperti kelompok
masyarakat miskin.
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2. in-cash dan in-kind—In-cash berarti jaminan sosial dalam bentuk uang
tunai, sedangkan in-kind berarti dalam bentuk barang atau pelayanan
sosial.

3. publik dan swasta jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh negara
(publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta berbentuk Perseroan
Terbatas (Damayanti, 2014)

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam
prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana
setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang
memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi
diri mereka maupun keluarga mereka. Landasan perlindungan sosial erat
kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang Layak (ILO, 2012). Untuk
memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan
perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan
memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan
lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa negara
sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem
perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan
penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial
sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan
transformasi sosial lainnya.
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Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Yang
Komprehensif

e St W e amansantvan [l Fovmein
SIIRAN Sosk Bantuan Sosial £ : e :

Pengembangan sisten
layanan sosial tarpadu di
updating BD'1
ara reguler,

umum,
g

Pengembangan stundar
pelayanan, sistem
pengendafian mutu, dan
meney SISN

Arah Kebijakan Perlindungan Sosial yang Komprehensif di Indonesia

Menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional
lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti
mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti
yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus
perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek
tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung
memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat
untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk
mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan
sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan
preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep
perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan
berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang
dihadapi oleh penduduk rentan.
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Anda telah sampai di halaman yang tidak dapat ditampilkan atau sampai pada batas
penampilan buku ini.



Halaman 7 hingga 148 tidak ditampilkan dalam pratinjau ini.



